SALINAN

WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Menimbang

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

: a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian
daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah;

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja instansi,
semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, pendapatan
daerah, dan pelayanan kepada masyarakat atas pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah, maka instansi yang
melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
dapat diberi insentif yang merupakan tambahan penghasilan
yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah, maka kebijakan besaran insentif kepada aparat
pemungut pajak dari penerimaan pajak daerah sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 76
Tahun 2022 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan

Pajak Daerah Kota Probolinggo, perlu dilakukan penyesuaian;



Mengingat

: 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76
Tahun 2022 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan

Pajak Daerah Kota Probolinggo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2022 Nomor 21);
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12. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pembagian
Besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah Kota Probolinggo

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 76 Tahun 2022

tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Probolinggo

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 3
Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar
5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan
ketentuan:
a. insentif setiap bulannya diberikan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat; dan
b. apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa lebih, harus
disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
Alokasi penerima dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Kepala
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Probolinggo dengan memperhatikan azas kelayakan kepatutan dengan
mempertimbangkan besar kecilnya peranan keterkaitan dengan pemungutan
Pajak Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi ASN yang memperoleh insentif sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Wali Kota ini, tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai

ASN berdasarkan kondisi kerja.



2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 5A sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5A
Peraturan Wali Kota ini beserta akibat hukumnya dilaksanakan terhitung mulai

tanggal 1 Januari 2023.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Mei 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesugi]dengan aslinya

KEPAL IAN HUKUM,

DENNY BAG ERWANTO, SH, MH
NIP. 19730608 200903 1 004
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